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RINGKASAN

Rusmayudi Wardana. Maret 2023. HARMONISASI PENGATURAN PIDANA
KURUNGAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Akhmadi
Yusran, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah resmi diundangkannya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Adanya
UU1/2023 ini otomatis telah mereformasi besar-besaran sistem hukum pidana yang
ada di Indonesia, yaitu hukum pidana yang pada pokoknya bersumber pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta
perubahannya.yang merupakan produk hukum peninggalan zaman Belanda yang
dirasa sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat
Indonesia. Meskipun Pasal 622 UU 1/2023 menyatakan bahwa KUHP baru ini akan
berlaku dalam 3 (tiga) tahun lagi, namun bukan berarti masyarakat terutama dari
kalangan akademis harus diam saja tanpa menganalisis pasal-pasal di dalamnya.

Pasal 615 UU 1/2023 memerintahkan agar semua undang-undang lain yang
mempunyai ketentuan pidana kurungan agar diganti menjadi pidana denda saja.
Kehadiran pasal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap pengaturan pidana
kurungan yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP baru yaitu UU
1/2023, sehingga perlu segera dilakukan identifikasi hukum guna menemukan
keberadaan konflik norma di dalamnya yang dapat berujung pada disharmonisasi,
serta hilangnya kepastian hukum terhadap pengaturan pemidanaan itu sendiri.

Keberadaan Pasal 615 Ayat (1) UU 1/2023 tentu akan berdampak terhadap seluruh
undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana kurungan, dan juga
pada proses penyusunan rancangan undang-undang itu sendiri, tepatnya terkait
pada perumusan sanksi pidananya. Oleh karena itulah, penulis ingin menganalisis
keharmonisan pengaturan pidana kurungan pasca pembaruan KUHP yaitu melalui
UU 1/2023 dengan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana kurungan.

Tinjauan pustaka yang dipakai adalah tinjauan pustakan yang memuat landasan
teoritis terkait harmonisasi, peraturan perundang-undangan, dan pengaturan
pemidanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada Doctrinal
Research melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conseptual approach) berdasarakan pengolahan dan analisis bahan
hukum (legal resource) yang sebelumnya sudah dikumpulkan yakni terdiri dari
bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.



Adapun ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan yang sangat signifikan terkait pengaturan pidana kurungan
yang ada di Indonesia pasca pembaruan KUHP melalui pengundangan UU
1/2023. Selama ini pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana pokok
yang terdapat pada KUHP lama, namun pidana kurungan dalam UU 1/2023
sudah bukan termasuk pidana pokok, dan bukan juga pidana tambahan, apalagi
pidana bersifat khusus. Selain itu, juga terdapat Pasal 615 UU 1/2023 yang
memerintahkan agar semua pidana kurungan dalam undang-undang lain dan
diganti menjadi pidana denda. Akibatnya adalah bahwa sekarang ini pengakuan
pidana kurungan hanya terdapat pada Pasal 15 UU 12/2011 yang mengatur
materi muatan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, yakni pidana
kurungan sebagai salah satu ancaman pidana selain pidana denda. Keadaan ini
tentu sama sekali meniadakan keberadaan pidana kurungan dalam undang-

undang lain di luar UU 1/2023.

2. Terdapat asas prefensi hukum yang dapat digunakan untuk menguji
keharmonisan pengaturan pidana kurungan antara UU 1/2023 dengan undang-
undang lain, yang dalam penelitian ini menggunakan UU 22/2009 dan UU
35/2009 sebagai sandingannya. Pertama, apabila mencoba memakai lex
specialis derogat legi generalis, salah satu syarat penggunaan asas lex specialis
derogat legi generalis menurut MK adalah harus merupakan aturan hukum
yang sudah terlaksana (efektivitas) sebagai salah satu ukuran (kriteria) untuk
menentukan berlakunya suatu undang-undang. Sedangkan Pasal 622 UU
1/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa butuh waktu selama 3 (tiga) tahun
semenjak diundangkan barulah UU 1/2023 tersebut bisa berlaku, sehingga asas
ini tidak bisa digunakan. Kedua, apabila mencoba memakai lex superior
derogat legi inferiori, antara UU 1/2023 dengan UU 22/2009 dan UU 35/2009,
ketiganya merupakan produk hukum setara yang berjenis undang-undang
sehingga mempunya hierarki yang sederajat, jadi sangat tidak memungkinkan
apabila ingin menggunakan asas ini. Ketiga, apabila mencoba memakai lex
posterior derogat legi priori, maka ketentuan dalam UU 1/2023 dapat
dibenarkan menurut hukum karenaketika UU 1/2023 sebagai undang-undang
yang lebih baru dibandingkan dengan UU 22/2009 dan UU 35/2009
memerintahkan agar pidana kurungan dalam UU 22/2009 dan UU 35/2009
tersebut diganti menjadi pidana denda, maka itu adalah hal yang boleh-boleh
saja dan tidak menyimpangi asas-asas hukum yang berlaku sehingga sejauh ini
pengaturan pidana kurungan pasca pembaruan KUHP dapat dikatakan masih

harmonis.
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Rusmayudi Wardana. Maret 2023. HARMONISASI PENGATURAN PIDANA
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Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Akhmadi
Yusran, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah resmi diundangkannya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Adanya
UU1/2023 ini otomatis telah mereformasi besar-besaran sistem hukum pidana yang
ada di Indonesia, yaitu hukum pidana yang pada pokoknya bersumber pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta
perubahannya.yang merupakan produk hukum peninggalan zaman Belanda yang
dirasa sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat
Indonesia. Meskipun Pasal 622 UU 1/2023 menyatakan bahwa KUHP baru ini akan
berlaku dalam 3 (tiga) tahun lagi, namun bukan berarti masyarakat terutama dari
kalangan akademis harus diam saja tanpa menganalisis pasal-pasal di dalamnya.

Pasal 615 UU 1/2023 memerintahkan agar semua undang-undang lain yang
mempunyai ketentuan pidana kurungan agar diganti menjadi pidana denda saja.
Kehadiran pasal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap pengaturan pidana
kurungan yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP baru yaitu UU
1/2023, sehingga perlu segera dilakukan identifikasi hukum guna menemukan
keberadaan konflik norma di dalamnya yang dapat berujung pada disharmonisasi,
serta hilangnya kepastian hukum terhadap pengaturan pemidanaan itu sendiri.

Keberadaan Pasal 615 Ayat (1) UU 1/2023 tentu akan berdampak terhadap seluruh
undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana kurungan, dan juga
pada proses penyusunan rancangan undang-undang itu sendiri, tepatnya terkait
pada perumusan sanksi pidananya. Oleh karena itulah, penulis ingin menganalisis
keharmonisan pengaturan pidana kurungan pasca pembaruan KUHP yaitu melalui
UU 1/2023 dengan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana kurungan.

Kata Kunci (keyword): harmonisasi, disharmoni, pidana kurungan.
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